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ABSTRAK

Kebijakan tax amnesty yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengampunan Pajak memberikan kewenangan atas pengampunan pajak
kepada menteri keuangan. Terhadap penerapan pengampunan atau amnesti sejatinya
sudah diatur dalam konstitusi bahwa pemberian amnesti tersebut merupakan
kewenangan presiden sebagai kepala negara, maka penulis mengangkat permasalahan
atas keabsahan wewenang menteri keuangan dalam memberikan amnesti pajak.
Apakah wewenang dalam memberikan amnesti yang merupakan wewenang dari
presiden tersebut dalam dialihkan atau didelegasikan kepada menteri keuangan
seperti dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak sehingga terhadap kewenangan
tersebut serta akibat hukumnya dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penelitian
dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dan berbagai
sumber serta literatur yang berhubungan dengan masalah tersebut. Terkait
kewenangan dalam memberikan amnesti sudah jelas diatur dalam konstitusi bahwa
pemberian amnesti merupakan kewenangan presiden dalam hal ini hak tersebut
merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden sebagai kepala negara, yang tidak
bisa didelegasikan kepada organ atau lembaga pemerintah lain, sehingga pelaksanaan
pemberian amnesti harus berdasarkan kehendak presiden sendiri. Dengan adanya
kewenangan menteri keuangan yang diatur dengan Undang-Undang Pengampunan
Pajak maka kewenangan tersebut harus diuji secara materiil dengan konstitusi sebagai
hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan
pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang nantinya dapat memberikan dasar
apakah kewenangan menteri dalam memberikan amnesti bertentangan atau tidak.
Sehingga jika kewenangan tersebut ditetapkan melanggar atau bertentangan dengan
konstitusi atas pemberian amnesti dapat dilakukan pembatalan baik terkait undang-
undang yang melandasi pemberian amnesti maupun bentuk keputusan pemberian
amnesti yang dikeluarkan
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ABSTRACT

The tax amnesty policy applied by Forgiveness Tax Regulation which authorizes the
remission of taxes to the finance minister. Towards the implementation of tax
amnesty actually been provided in the Constitution that an amnesty is a authority of
the president as head of state, the authors raise the issue on the authority's finance
minister set out in the Tax Forgiveness Regulation and what the legal consequences.
To the application of a pardon or amnesty actually been provided in the Constitution
that an amnesty is president authority as head of state, the authors raise the issue of
the validity of the authority's finance minister in giving tax amnesty. Is the authority
in giving amnesty that the authority of the president of the transferred or delegated to
the finance minister as the Forgiveness Tax Regulation so against the authority and
the legal consequences arising can be said to be valid and legally binding. This study
uses normative juridical research method in which the study was conducted by
reviewing legislation linked and various sources and literature related to the issue.
Relevant authority in an amnesty has been clearly stipulated in the constitution that
an amnesty is the authority of the president in this respect these rights is the
prerogative owned by the president as head of state, which can not be delegated to an
organ or other government institutions, so that the implementation of the amnesty
should be based on the will of the president own. With the authority of the finance
ministers regulated by Law Tax Forgiveness then the authority should be tested
materially with the Constitution as the highest law in the hierarchy of legislation.
Implementation of judicial review of law against the constitution which in turn can
provide the basis of whether the authority of ministers in giving contradictory
amnesty or not. So if the authorization is set to violate or conflict with the
constitution on amnesties do well cancellations related laws that underlie and shape
the decision to grant amnesty which released
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KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya penulis
memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah diangkat adalah sebagai

berikut:

1. kewenangan menteri keuangan dalam memberikan amnesti pajak melalui
surat keterangan kepada pelaku tindak pidana pajak merupakan kewenangan
yang bertentangan dengan konstitusi, karena pada dasarnya kewenangan
pemberian amnesti adalah kewenangan presiden sebagai kepala negara yang
tidak dapat didelegasikan. Pertama, pada dasarnya kewenangan presiden
dalam memberikan amnesti adalah kewenangan mutlak yang harus dilakukan
oleh presiden sebagai kepala negara dengan pertimbangannya sendiri, Kedua,
presiden sebagai kepala negara adalah alat kelengkapan negara yang bertindak
untuk dan atas nama negara. Artinya, kekuasaan presiden dalam memberikan
amnesti adalah kekuasaan yang melekat pada Presiden sebagai kepala negara,
karena itu diputus untuk dan atas nama Negara, Ketiga, karena dalam
pelaksanaannya kewenangan presiden memberikan amnesti tersebut telah
dibatasi dengan adanya pertimbangan DPR. Terhadap wewenang dalam
memberikan amnesti secara teori tidak mungkin dilaksanakan oleh menteri
yang dalam jabatannya sebagai pembantu presiden dalam bidang
pemerintahan seperti yang tercantum dalam UU Pengampunan Pajak yang
menyebutkan pemberian amnesti tersebut hanya berdasarkan surat keterangan

yang dikeluarkan menteri kauangan, dalam hal ini menteri kauangan seakan



memiliki kewenangan yang sangat luas dibandingkan presiden, karena
presiden pun dalam melaksanakan kewenangan pemberian amnesti tersebut
telah dibatasi sehingga presiden pun tidak bisa menggunakan kewenangan
pemberian amnesti tersebut secara mandiri

pemberian amnesti pajak melalui surat keterangan oleh menteri keuangan
sebagai bukti pengampunan pajak merupakan keputusan yang cacat
wewenang, sehingga terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagai
dasar atas kebijakan pemberian amnesti dapat diajukan Judicial Review, dan
terhadap surat keterangan pemberian amnesti sebagai keputusan pejabat tata

usaha Negara dalam hal ini menteri keuangan dapat dibatalkan.
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